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TA PEN

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan
Hidayah-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bojonegoro tahun 2024 telah dapat di selesaikan dengan baik dan tepat
waktu,

Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomer 78 tahun 2021
tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro salah satu
isinya menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai perwujudan dari tanggung jawab pelaksanaan tugas yang
melekat, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk
menyusun Rencana Kerja Tahunan, adapun data yang disajikan selain
berupa table juga terdapat uraian yang bersumber pada Musrembang Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 ini
kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Penetapan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat bermanfaat untuk pelaksanaan
kegiatan di masa yang akan datang.

Bojonegoro, pp Agustus 2024
KEPALA DINAS

NIP. 1‘97""' 40403 199403 1 003
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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 470/=0 /412.210/2024
TENTANG

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BOJONEGORO

a. Bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

. Bahwa dengan telah disyahkanya Peraturan Mendagri No. 37 tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten/ Kota dilingkungan Propinsi Jawa Timur;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara
penyusunan rencana pembangunan nasional pemerintah dan
pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan Keuangan daerah sebagaiman telah diubah
kedua kalinya dengan peraturan Mendagri nomor 21 tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan nasional? Kepala BAPPENAS dan MENTERI DALAM
NEGERI Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 050/264.A/S] Tanggal
12 Januari 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyelanggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BOJONEGORO

Penetapan Perangkat daerah (Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD)
Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bojonegoro sebagaiman tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipll sampai dengan tahun 2024 Kabuapaten
Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
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Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bojonegoro

Nomor : 470/99 [ 412.210/2024

Tanggal ' 06 Agustus 2024

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024
merupakan Rencana Kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan
yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun
2024-2026. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini disusun dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dituntut untuk mampu
menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai
permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan
masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dituntut untuk siap dan sanggup
membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu
meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat demi terwujudnya
tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bojonegoro.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dengan tetap
memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang
telah dituangkan di dalam Dokumen Tahapan dan tata cara penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja meliputi : pembentukan
Tim penyusunan Rencana Kerja PD, oriantasi mengenai Rencana Kerja,
penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan konformasi.
b. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung untuk
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
1. Tahapan penyusunan Rencana Kerja PD
» Pengolahan data dan informasi
+ Merevie hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu
« Analisis gambaran pelayanan PD
» Isu - isu penting penyelanggaraan tugas dan fungsi PD
 Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD
« Perumusan kegiatan prioritas
« Penyajian awal dokumen Rancangan Renja PD
* Penyempurnaan Penetapan PD
« Pembahasan forum perangkat darah
* Penyesuaian dokumen Rencana Kerja PD sesuai dengan prioritas
dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arus dan kebijakan umum pembangunan
daerah, arahan menteri berkaitan dengan SPM.
2. Tahap penyajian Penetapan PD
c. Pelaksanaan forum perangkat Daerah
Forum perangkat daerah merupakan wadah penampungan dan
penjaringan aspirasi masyarakat dan era dunia usaha (pemangku
kepentingan) untuk menyempurnakan rancangan kebijakan penyusunan
Penetapan PD. Hal ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan
menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom up planning)



berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi dalam proses
penyusunan Rencana Kerja PD pelaksanaan forum konsultasi publik
dipisahkan antara Kabupaten/Kota dengan propinsi.

. Rencana Kerja Perangkat Daeah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh
Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan
Rencana Kerja Perangkat daerah untuk menjadikan pedoman
dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan
prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Seluruh dokuman tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses sistematis dan terpadu, maka
seluruh tahapan dan dokumen - dokumen yang dihasilkan harus
menunjukan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang
lainnya.

Keterkaitan tersebut program kegiatan termasuk kinerja yang ingin
dicapai dan indikator yang digunkan untuk mengukurnya.

Hal ini bertujuan mengetahui antara dokumen - dokumen perencanaan
yang dilakukan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, RKA
dan dokumen manajemen berbasis kinerja

Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya.

RPIP RFIM
Nasional |Pedoman| Nasional |Dijabarkan RKP

RPIP RPIM % RKPD Pedoman
Daerah |Pedoman| pgerah |Dijabarkan Daerah Penyusunan
R-APBSD
20 tahun Pedoman Diatur
RENSTRA Renja
BPLY ] — SKPD

5 Tahun 1 Tahun



Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 13 Tahun 2016
tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bojonegoro serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 78
Tahun 2021 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro
mempunyai tugas pokok:
1. Tugas Pokok
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Fungsi

ai

Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;

Pelaksanaan pengembangan  pembangunan  di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;

Pengawasan dan pengendalian teknis bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro didukung

oleh sumber daya, sarana dan prasarana sebagai berikut :

1.

Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan baik ASN

maupun Non ASN Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Desember 2022 ada 106
orang yang terdiri dari ASN kantor Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil sebanyak 32 orang, ASN yang merupakan Operator
Kecamatan sebanyak 27 orang, Non ASN Kantor Dispendukcapil



sebanyak 8 orang, Non ASN di Kecamatan sebanyak 39 orang
Dengan rincian sebagaimana table berikut:

Tingkat PNS Non PNS

o Pendidikan L P L P g
1 | SMP Sederajat
2 | SMA Sederajat 31 4 22 ’ 59
3 ] E2 2
4 | D3 2
5 51 4 9 13 8 34
6 |S2 6 1 7
Z 183

JUMLAH 43 16 37 10 106

Berdasarkan table diatas dapat melihat kondisi pegawai Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan tingkat Pendidikan
baik ASN maupun Non ASN, termasuk kategori mempunyai kapasitas
sumberdaya yang memadai dalam mengelola dan melaksanakan tugas
dan fungsinya, karena sebayak 106 pegawai yang bertempat Kantor
Dispenduk capil maupun di Kecamatan berpendidikan tinggi: S-1 dan
S-2.

Demikian pula bila dilihat dari komposisi aparatur bahwa sekolah
terendah pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipiladalah D2 baik yang bertempat di Kecamatan. Bagi pegawai yang
berpendidikan SLTA yang lebih lima tahun memasuki pensiun
dianjurkan melanjutkan kuliah, agar meningkat kompetensi managerial
maupun sosial serta melakukan penyesuaian dengan mengikuti diklat
teknis dan non teknis, pelatihan lainnya untuk mengasah skill serta
kecakapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Desember
2023 ada 59 orang, dengan rincian sebagaimana table berikut:



No Golongan ‘ L P Jumlah
Golongan II 32 b 37
2 | Golongan III 6 10 16
Golongan IV " 1 6
JUMLAH o 16 59

1.2 Landasan Hukum
Dasar Pelaksanaan

R

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244); sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679)



10,

il.

12.

13,

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019:
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 2 Tahun 2019 tentang
rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPIMD)
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 23 Tahun 16 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten
Bojonegoro



17. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro No 52 Tahun 2016 tentang

tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bojonegoro

1.3 Maksud dan Tujuan
Penetapan Perangkat Daerah tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

1.4

al

Pedoman resmi dalam menyusun program dan kegiatan prioritas
perangkat daerah pada tahun anggaran 2024;

Langkah pencapaian perencanaan program kegiatan 5 tahun dalam
renstra PD;

Penetapan PD merupakan acuan perangkat daerah untuk
memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS perencanaan
program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Penetapan dan
Anggaran (RKA) tahun 2024;

Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kerja tahunan

sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah pada tahun
2024.

Tujuan :

Agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan aturan kerja
yang akan melakukan aktivitas/kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sehingga

terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.
Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN,

1.1

1 B

Latar belakang

Mengemukakan pengertian singkat tentang Renja PD proses
penyusunan Penetapan Perangkat Daerah, keterkaitan antara
Penetapan Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra PD

serta tindaklanjunya dalam proses penyusunan RAPBD
Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta



1.3

1.4

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran PD

Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan
Penetapan Perangkat Daerah

Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Penetapan PD serta
susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PENETAPAN PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Penertapan PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Penetapan PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Penetapan PD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Penetapan
PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, jika
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD,

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan
PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan
dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi PD, Dampaknya terhadap capaian program
nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu
penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk



ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan.
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota
yang langsung ditujukan kepada PD dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SARARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional,
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Penetapan Perangkat Daerah,
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan,
Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi
program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal PD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta
rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja PD Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangakat Daerah
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah penjabaran perencanaan
tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bojonegoro tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-
kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntailitas merupakan suatu
bentuk  perwujudan  kewajiban untuk  mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal
tersebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa
yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2024 dan perkiraan
target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja
sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Rencana Kerja Indikator Kinerja
Rencana Kerja indikator kinerja merupakan ukuran kuntitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang
telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan
dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,
sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Rencana
Kerja indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator
kinerja untuk masing-masing jenis indikator kinerja untuk masing-
masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

- LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Kerj ahun 2024 seluruhnya disetujui untuk masuk
RKA (Rencana Kerja Anggaran), adapun program kegiatan yang
diusulkan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Usulan Rancangan

Akhir Perubahan Disetujui
No. Program / Kegiatan
sl Renja (Rp)
(Rp)
L. Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Rp. 13.200.306.473 | Rp. 13.200.306.473
Kabupaten/Kota
1. | Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 257.720.300 | Rp. 257.720.300
4. ggg':'l:éstram Keuangan Perangkat Rp 9.044.387.779 | Ro. Shilasr e
3. | Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Rp 389.434.000 | Rp. 389.434.000
Bl bt bdeniis ity Lo Rp.  2.116.773.062 |Rp.  2.116.773.062
5. | Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Rp. 562.394.200 | Rp. 562.394.200
Daerah
6. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pl bl e B et Rp. 331.133.632 | Rp. 331.133.632
7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 498.463.500 | Rp. 498.463.500
Daerah
i Program Pendaftaran Penduduk Rp. 845.745.890 | Rp. 845.745.890
1. | Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp. 103.413.900 | Rp. 103.413.900
2. | Penyelenggaraan Pendaftaran
Bacidisdidle Rp. 640.179.300 | Rp. 640.179.300
3. | Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pendaftaran Rp. 102.152.690 | Rp. 102.152.690
Penduduk
III. | Program Pencatatan Sipil Rp. 354.796.000 | Rp. 354.796.000
1. | Pelayanan Pencatatan Sipi 117.140.700 | Rp. 117.140.700




2. | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Rp 210.349.400 | Rp 210.349.400
3. | Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Rp. 27.305.900 | Rp. 27.305.900
IV. | Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Rp. 3.632.914.390 | Rp. 3.632.914.390
1. | Pengumpulan Data Kependudukan
dan Pemanfaatan dan Penyajian Rp. 60.907.400 | Rp. 60.907.400
Database Kependudukan
2. | Penataan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Rp. 369.690.500 | Rp. 369.690.500
3. | Penyelenggaraan Pengelolaan
Informasi Administrasi Rp. 3.302.316.490 | Rp. 3.302.316.490
Kependudukan
JUMLAH Rp. 18.033.762.753 | Rp. 18.033.762.753

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Perangkat
Daerah (PD), maka sebagai instansi teknis Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
pokok dan fungsi , yakni :
Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok :
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas untuk membantu Bupati
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas
pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro
mempunyai funfsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.



Sekretaris mempunyai Tugas pokok:

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan
keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

1.
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10.

Pengelolaan dan penyajian administrasi umum;

Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan administrasi keuangan;

Pengelolaan administrasi perlengkapan:

Pengelolaan urusan rumah tangga;

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
produk hukum daerah

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
Pengelolaan kearsipan dinas;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan
tatalaksana;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Sekretaris dinas terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Analis Kebijakan Ahli Muda

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyal tugas:

a. Melaksanakan pengelolaan urusan pengelolaan dan rumah

tangga;

b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat

dan kearsipan;

c. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi

pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi,
pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir, dan pensiun
pegawai;

d. Melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan



pegawai;

e. Melaksanakan  penyusunana dministrasi serta evaluasi
kepegawaian;

f. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan
disiplin pegawai;

g. Melaksanakan pengelolaan data; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberi oleh sekertaris terkait
dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan
untuk Menyusun anggaran;

b. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;

c. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan
pembukuan realisasi APBD;

d. Melaksanakan penghitungan anggaran dan verifikasi;

e. Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai:

f. Mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis
kantor serta makanan dan minuman;

g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang
keuangan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk :

1.
2.
3.

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk:

Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk:
Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;



8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
b. Analis Kebijakan Ahli Muda;

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan pelayanan pencatatan sipil antara lain :

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan

pencatatan sipil;

Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil:

Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
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Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
a. Analis Kebijakan Ahli Muda;

b. Analis Kebijakan Ahli Muda;
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
mempunyai tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolan informasi administrasi kependudukan
dan Pemanfaatan Data.
Fungsi

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian
data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan data dan



dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelaynan
administrasi kependudukan.
Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian
data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan.
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta
inovasi pelaynan administrasi kependudukan.
Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan
serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi
dan komunikasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama serta inovasi pelaynan administrasi kependudukan.
Pelaksanaan kerjasama Administrasi Kependudukan.
Pelaksanaan inovasi pelayanan andimistrasi
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri
dari :

a. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.

b. Analis Kebijakan Ahli Muda.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tugas Pokok dan Fungsi

1.

Inovasi-inovasi  dibidang kependudukan dengan melibatkan
masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika
yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta
tuntutan masyarakat.

. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak

besar bagi pembangunan kabupaten Bojonegoro dan strategis untuk
meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan dinamika
perubahan.

3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan

sosialisasi Peraturan Daerah

. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses

dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk meningkatkan kualitas
dan konsistensi pembangunan Kabupaten Bojonegoro secara lebih
terstruktur.

Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil
penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan,
koordinasi dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1.

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk mengikatkan
proses dan hasil kegiatan.

. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur.

. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk

seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang
profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1.
2.

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntunan tugas.
Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan
secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.



2.4. Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja RKPD
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja RKPD
dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi
kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang
telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan rencana program prioritas
dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review
terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas
program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur
atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang
dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang
bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dengan Rancangan Awal RKPD,
tidak melakukan penambahan usulan dan kegiatan. Secara rinci
dijabarkan sebagaimana tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir
Perubahan RKPD tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro
akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD, dalam hal ini
belum ada usulan dari pihak manapun.



BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah
Nasional tahun 2019 - 2025 dan dalam rangka untuk mendukung
pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024, maka arah kebijkan
pembangunan bidang kependudukan difokuskan pada penataan
administrasi kependudukan dengan meningkatkan kualitas layanan
administrasi kependuddukan dan melaksanakan sosialisasi adminduk.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD
Tujuan dan sasaran Renja 2024 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil telah tertuang dalam RENSTRA 2024 - 2026 Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tujuannya
- Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Bojonegoro
Sasarannya
Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.
Penyusunan program dan kegiatan yang tertuang dalam
Rancangan Akhir PD adalah merupakan perencanaan tahunan
yang harus dicapai dan merupakan tahap pencapaian
perencanaan 5 Tahun yang tertuang dalam RENSTRA PD. Program
dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENSTRA Program dan
Kegiatan
Program dan kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah:
Program
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah
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Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

o

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
8. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
9. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
10.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk
11.Pelayanan Pencatatan Sipil
12.Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
13.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
14.Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan
Penyajian Data base Kependudukan
15.Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
16.Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan.
. Perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah
Perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja PD yang
menguraikan program dan kegiatan tahun 2024 Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro
tentunya melalui tahapan - tahapan yang telah diatur dalam
ketentuan. Perumusan program dan kegiatan, disesuaikan dengan
plafon anggaran yang telah digariskan oleh tim anggaran. Adapun
kegiatan yang akan dilakukan memprioritaskan hasil Musrenbang
dengan mempertimbangkan dengan plafon anggaran yang ada.
Tahun 2024 pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebesar Rp.
18,033.762.753 (Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh
Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Berdasarkan hasil akhir Musrenbang, usulan rumusan
perencanaan program kegiatan tahun 2024 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah terdiri dari 4

Program dan 16 Kegiatan dengan anggaran 18,033.762.753
(Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam
Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Rumusan program dan kegiatan beserta pagu anggaran
inilah yang masuk dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

c. Tabel rencana program dan kegiatan (Tabel 3.1)



BAB 1V
PENUTUP

Demikian rangkaian uraian mengenai penjelasan Rancangan Akhir
Perubahan APBD Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan
penyusunan Rancana Kerja Perengkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 dibuat
sebagai pedoman implementasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bojonegoro tahun 2024

Ada kalanya terdapat perubahan anggaran dan terdapat revisi peraturan
mengenai pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan tambahan dalam
Rencana Kerja PD tahun 2024

Untuk itu diharapkan agar dinamika tersebut dapat diantisipasi dengan
baik dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada prinsip
prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (Goodgovermence)

NIP. 19740403 199403 1 003



Tabel 2.1 Sebelum Revisi



Tabel 2,

1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2023

Eabupaten Bojonegoro
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capalan Target
T - Realisasl Target Tahun Lalu (2022) Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator c.; L" m"'j'm Kinerja Hasil program dan Caplan
Kode Pemerintah Daerah dan Kinerja Program ( SKPD) Program dan v S Realisasi Renja kegiatan Program & Tingkat Capian
Program /Keglatan [Kegiatan Tahun 2023 | Kesiatan tahun R SKPD nmm (Renja SKPD | Kegiatan s/d tahun | Realisasi Target
2021 tahun 2022 tahun 2023) berjalan Renstra (%)
(tahun 2023)
(1] (2} 3) () (5 _ig) 7 (&) (9] {10 {11
I * PES— | Prosentase layaman
2(1zj01 Pemerintaham Dacrah 9,141,837 466/ 7.371,534,728| §,786,144,103| 9,415,706,749 96.21 100% 6,021,044,148| 65,86
yang dilaksanakan
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, | Prosentase tersusunya
dan Evaluasi Kinerja |layanan dan anggaran
2|12]01 1 Perangkat Daerah it 97,028,600 180,845,225 84,753, 78,664,700 Q282 100% 349,583,385 40.80
daerah
Administrasi Keuangan
|Perangkat Daersh Prosentase Tersusunnya
2112101 02 Administrasi Keuangan 7,671,393,582 5.765,362,961 6,969,153 6,750,167.656 96.86 100%: 5.170,216,219 67.40
Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian  |procantase tersusunys
|Perangkat Daerah administrasi
2(12101 05 jon paranghat 232,800,000 102,141,200 4|1?,45mm1 365,099,670 89.60 100% 2,950,000 1.27
daerah
Administras! Limum Prosentase layanan
2|12/ 01| 2 | o|Perangkat Daerah administrasi umum 596,760,220 859,550,500 1,910,973,3800  1,851,217,478| 96,87 100% 458,940,128 76.91
perangkat daerah
Fengadaan Barang Milik
h
2|12/ 01| 2 | 07|Duerah Penunjang Urusan L"::: m:z‘:; 42,918,650| 73,705,500 100% 27,000,000 .
Pemerintah Daerah .
Penyediaan Jasa Penunjang  |prosentase jasa
2 |12| 01| 2 | og|Urusan Pemerintahan Daerah| senunjang urusan 329,596,414 125,253,692 299,197,319) 259,661,245 86.79 100% 174,043,906 52.81
pemerintah daerah
Pumeliharaan Barang Milik
Jumiah pemeliha
2 |12| 01| 2 | 09|Daerah Penunjang Urusan l:m m m:::ﬂ 171,340,000 164,675,650 114,568,8500  110,896,000.00 96.79 45 unit 148,310,500 86.56
Pemerintahan Daerah e
Program Pendaftaran Prosentase pelayanan
2112} 02 ol 6149 923 374,364,7 3 94.96 100% 434 70.58




Pelayanan Pendaftaran Prosentase pelayaanan
12| 02| 2 | oa|Penduduk administrasi 67,062,400 875,633,663 10,500,000 10,600,000 100.00 100% 37,510,600 55.93
kependudukan
Penyelenggaraan :
Pendaftaran Penduduk |IU§EIIE$E§EI‘IEH an | 3 A97.200 79.61
12| 02 03 P spsndidulan 493,046,800 28,210,080 361,027,000 342,720,593 94.9 100% 392,497,
Mllnaan dan Pengawasan Prasentase kinarja
12| 02| 2 | oa|Pe"VeIengaraaN operator di 28 54,805, 19,188,650 2,737,700 2,165,600 79.10 100% 4,000,000 7.30
Pendaftaran Penduduk 71:!‘
Kecamatan
12| 03 e m' '“m““"“;'::"“'" sasa000| 114697736 1337692000  128,864,500| 96.33 100% 183,054,548)| 65.74
| Pelayanan Pencatatan Sipil  |Prosentase pencetakan
12{03] 2 |m akta kelahiran dan 80,252,000( 44,737,015 17,725,000 17,691,085 59.81 100%: 63,023,655 78.53
kematian
Penyelenggaraan Pencatatan
12| 03] 2 |0z |penyetanggaraan 198,212,000| 58,788,521 116,044,200 111,173,415 55.80 100% 120,030,893 60.56
koordinas! antar instansi
Program Pengelolaan|Persentase unit
Informasi Administrasi| pelayanan administrasi
7 158,256, 859 91.66 100% 2,038,666,274 79.24
12| 04 Npsidisiolinn Bependudulen yang 1,572,683,240| 180 2,563,575,760( 2,349,859,257|
stabil jarkomdatnya
Pengumpulan Data|
Kependudukan dan|Frosentase
12| 04| 2 |oa|Pemanfastan dan Penyajian{PenBUmPUlan data 71,021,000 2,955,000 82,950,000 74,300,800 89.57 100% 67,698,800 95.32
Database ':EFEHE'LI’I.*BI‘I dalam penyajlan
database kependudukan
Penataan Pengelolaan
12| 04| 2 |02} informasi Adainistrasl] TSN PSIT/ARRIIYN 343,563,650| 19,458,212 387,535,810 342,549, 340| 8842 100% 291,062,294 84.72
SOP penataan PLAK
Kepandudukan
Iotaa E:m. e i
12 04| 2 | o3P enesotaan informasi administrasi 2,158,008,500| 129,725,668 2,003080,050)  1,932,909,117] 9235 100%|  1,679,905,180 77.84
Administrasi Kependudukan
|kependudukan
Mhlmdl::w': asan Procentase kinarja
12| 04| 2 oa m ”l e kan |OPErator terkait . 6,117,300 E ; . .
nistras| Kependudukan | nologi informasi




Program Pengelolaan Profil |Tersedianya buku profil
Kependudukan kependudukan, buku
agregat kependuduban i 20933400 . - -
s oo dan jilid laporan
kependudukan
Penyusunan Prafil Prosentase penyusLifen
12| 05 Kependudukan profil kependudukan 20,933,400 - -
JUMLAH 12,607,899,606|  8§,586,454,437| 12,857,853,763 1um,mm| 95.27 8,676,772,770




Tabel 2.1 Sesudah Revisi



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil dan
Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2023

Kabupaten Bojonegoro
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Keglatan Perkiraan Realisasi Capalan Target
Target Knacls Realisasi Target Tahun Lalu (2022) Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator =5 Kinerfa Hasil program dan | Realisasi Caplan
Kode Pemerintah Daerah dan Kinerja Program ‘m"" HI"D] Program dan Realisas Renja keglatan Program E Tingkat Capian
Terget Renja SKPD Tingkat 5
Program/Kegiatan fHegiatan Tohun 3838 Kegiatan tahun SKPD a ' (Renja SKPD | egiatan s/d tahun |Realisasi Target
2021 tahun 3622 tahun 2022 ™| sahun 2023) berjalan Renstra (%)
(tahiun 2023}
(1) i2) (3 (4] {s) {6} 7 ] )] (10) (11)
Program Penunjang Urusan
1)1z 01 Pemerintahan Daerah e #.“ - 9,834,961 7,371,534, 9,786,144,103 9,415,706,749| 96.21 100% B.824,821,317 89.73
Kabupaten/Kota T
Perencanaan, Penganggaran, | Prosentase tersusunya
dan Evaluasl Kinerja layanan dan anggaran :
2 (1201 Perangkat Daerah evalussl perangieat 122,028,600 180,845,225 84,753,600 78,664, 700 92.82 100% 118,287,235 96.93
daerah
Administrasi Keuangan
Perangkat Dacrah Prosentase Tersusunnya
21201 Administrasi Keuangan 7,813,523.002| 5,765,362,961 6,969,153,054 6,750,167, 656 96.86 100% 6,937,075,740 Ba.78
Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawalan  |oroseniase tersusunya
Perangkat Daerah adminkstrasi
112|101 | an parangkat 279,060,000 102,141,200 407,497,900 365,099,670| 89.60 100% 268,829,350 96.33
daerah
Administrasi Umum
Prosentase layanan
2{12|m remngkat Dsersh [administrasi umum 983,764,620 859,550,500 |  1,910,973,380  1,851,217,478| 96.87 100% 917,442,078 93.26
peranghkat deerah
Pengadaan Barang Milik
2|12{ o1 Daerah Penunjang Urusan ’b:::"" r:’""l':::':h 42,918,650 73,705,500 . . 100% 27,000,000 62.91
Pamerintah Daerah e .
Penyediaan Jasa Penunjang  |prosentase jasa
2|12{01| 2 | og(Urusan Pemerintahan Daerah| beny niang urusan 324,596,414 225,253,692 299,157,219| 255,661,245 85.79 100% 307,559,324 94.75
pemerintah daerah
Pemeliharaan Barang Milik
2 (12| 01| 2 | 09|Daerah Penunjang Urusan ::"" m’;’:::“ 267,00000( 164,675,650 114,568,850  110,896,000.00 96.79 45 unit 248,627,590 93.09
Pamerintahan Daerah b
Program Pendaftaran Prosentase pelayanan
2 - 19 X .
12|02 Pend hepe e 625,40..10I1 923,032,393 374,364, 355,486, II 94.96 100% 575,126, 91.95




Pelayanan Pendaftaran Prosentase pelayaanan
12|02 o | Pendudulk administrasi 89,618,400 875,633,663 10,500,000 10,800,000/ 100.00 100% B4,069,250 93.81
kependudukan
Penyelenggaraan " .
Pendaftaran Penduduk osentase pencetakan
12| 02 a3 dokumen kependudukan 497,231,800 28,210,080 361,027,000 342,720,593 94.93 100% 458,041,650 92.12
Pembinaan dr::wwmn p ase kinerja
1202 04 YElengs operator di 28 38,619,100/ 19,188,650 2,737,700 2,165,500 79.10 100% 33,015,100 B5.49
Pendaftaran Penduduk
Kecamatan
Program Pencatatan Sipil Prosentase Pelayanan
12| 03 ucasiens 2 347,748,500| 114,697, 133,769,200 96.33 100% 319,337,730 5183
Pelayanan Pencatatan Sipil  |Prosentase pencetakan
12|03 om akta kelakiran dan 149 477,000 44,737,015 17,725,000 17,691,085 5581 100% 128,278,585 85.82
|kematian
Penyelenggaraan Pencatatan I
Sipil Prosentase
12103 02 penyelanggaraan 198,271,900 659,788,521 116,044, 200 111,173,415 95.80 100% 191,059,145 96.36
koordinasi antar instansi
Program Pengelolaan|Parsentase unit
Informasi Administrasl| pelayanan administrasi
12| 04 3,274,477, 1 180| 75, 760| 9 100% 17
Nian ! judukan yang ZT4AT7,740( 58,256, 21,563,5 2,349,859, 257 1.66 3,231,768,5 98.70
stabil jarkomdatnya
Pengumpulan Datal
Kependudukan dan| Prosentase
12| 04| 2 |01|Pemanfaztan dan Penyajian{PenBumpulan data 71,021,000 2,955,000 82,950,000 74,300,800 8957 100% 69,698,800 98.14
Database Kependudukan dalam penyajian
database kependudukan
| Penataan Pu-ngelulaanl
12| 04| 2 |02|Informasi Administrasi||C>ntase penyusunan 394,358,150| 19,458,212 375358100 342,649, 88.42 100% 393,378,746 99.75
SOF penataan PLAK
Kependudukan
Pwldnl::'r::rmm 1Pm I —
12{ 04 03 informas| administrasi 2,805 058, 550/ 128,725,668 2,093,089,550| 1,932,909,117] 92.35 100% 2,768,690,971 98.56
Administrasi Kependudukan
kependudukan
Pambaen dliM"PE EIWESN | Prosentase kinerja
12| 04| 2 |04 :";I"““‘ o nd““’ ke |PPeator terkait 6,117,300 F
T |eknologi informasi




Program Pengelolaan Profil |Tersedianya buku profil
Kependudukan kependudukan, buku
agregat kependudukan i
212|105 s IO lapaian 20,933,400( -
kependudukan
Pemyusunan Profil Prosentase penyusunan
2 112{ 05 Kependudukan profil kependudukan 210,933,400 -
JumMLAH 14,082 657 226 8,588,454,437 12.857,853,763| 12,749,916,699 95.27 100% 12,951,053,564




Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Si pil

Kabupaten Bojonegoro

Target Ranstra Dinas Kependudukan dan

Realisasi Capaian

Proyeksi

NO Indikator 5"”::"‘:"'" IKK Pencatatn Sipil :"'I:i:
R 2024 2025 2026 2022 2023 2023 2024 "
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) {10) (11) (12) (13)
g |Cakupan Kepemiiiian 99% 100% 100% 100% 100% 96,76% 99,58% 100% 100% ;
Wajib KTP-El
il
3 [Cakupan Kepemilikan 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :
Kartu Keluarga
3 Ef':"'“" Kepemliken 50% 40% 40% 20% 20% 37,56% 51,42% 40% 50% :
Cakupan Akte Kelahiran 98% 100% 100% 100% 100% 93,73% 95,83% 100% 100% :
Cakupan Akte Kematian 359% 359% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% ;
§ [l 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2
Bermasalah
Kerjasama
2 4 7 :
) veslo ST 12 1 12 12 1 10 10 12

Bojonegoro, 06 Agustus 2024

) N PENCATATAN SIPIL

JONEGORO

NIP. 19740403 199403 1 003




Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2024

Kabupaten Bojonegoro
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL
Rancangan RKPD Rancangan Akhir RKPD
Indikator Indikator
No.| Program /Kegiatan |  Lokasi Kinerja Program T“'; """:l’:;"“" Program /Kegiatan Lokasi |Kinerja Program c:"“" Pagu Indikatif  (Rp)| SN
/Kegiatan Capaia . /K paian Penting
1 2 3 4 5 [] 7 ] 9 10 11 12
1 (Program Penunjang | Dispendukcapil |Persentase layanan Program Penunjang Dispendukcapil |Persentase
Urusan yang dilsksanakan 1uum Pemerintahan layanan yang
Pemerintahan 100 % 14,650,476,665 | Daerah Kabupaten,/Kota dilaksanakan 100 % 13,200,306,473 -
Daerah
[Kabupaten/Kota
2 |Perencanaan, Dispendukcapil |Persentase tersusunya Perencanaan, Dispendukecapil |Parsentase
Penganggaran, dan layanan dan anggaran Penganggaran, dan tersusunya
Evaluasi Kinerja evaluasi perangkat Evaluasi Kinerja layanan dan
Perangkat Daerzh daerah 100 % 246,298,100 | Perangkat Daerah anggaran 100 % 257,720,300 -
evaluas|
peranghkat
daerah
3 |Penyusunan Dispendukcapil [Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Dispendukcapil [Jumilsh Dokumen
Drokurmen Perencanaan Perencanaan Perangkat Ferencanaan 18 ~
Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 16,113,700 | Daerah Perangkat 18,113,700
|Perangkat Daerah Daerah o)
4 |Koordinasi dan Dizpendukcapil [Jumlah Dokumen RKA- Koordinas! dan Dispendukcapil [Jumilah Dokumen
Penyusunan SKPD dan Laporan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
Dokumen RKA SKPD Hasil Koordinasi REA SKPD Laporan Hasil
o DOKUMEN | 3 pojumen 8,262,800 oot | 3okumen w,zszuem\ .
Dokurmen REA-
SKPD
5 |Koordinasi dan Dispendukcapil Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dispendukcapil |lumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD |Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Perubahan RKA SKPD SEPD dan
REA SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil
:;:"ﬂ“i';"'”"“““"‘ 2 Dokumen 7,996,500 ::n":'::n‘;_ 2 Dokumen 79965000 -
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD




6 |Koordinasi dan Dispendukcapil |Jumlah Dokumen DPA- Koordinasl dan Dispendukcapil [Jumlah Dokumen
Penyusunan DPA SKPD dan Laporan Penyusunan DPA SKPD DPA-SKPD dan
SKEPD Hasil Koordinasi Laporan Hasil
::":_‘s";:“;" S St 7,440,200 I::::;mn 3 Dokumen 7,440,200
Dokumen DPA-
SKPD
7 |Koordinasi dan Dispendukcapil |Jumlah Dokumen Koeordinasl dan Dispendukcapil [Jumlah Dokumen
Peryusunan Perubahan DPA-SKPD Penyusunan Perubahan Perubahan DPA-
Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil DPA SEPD SKPD dan
Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil
Eﬁ;‘i’fﬂhh'" 3 Dokumen 2,299,000 :md:::n 3 Dokumen 4,298,400
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
8 |Koordinasi dan Dispendukcapil [Jumlah Laporan Koordinasi dan Dispendukcapil [lumiah Laporan
Fenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Pemyusunan Laporan Capaian Kinerja
Capaian Kinerja dan 1Ikhlisar Realisasi Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar
lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisas! Kinerja 1ﬂe:lisasi Kinerja
Kinerja SKPD Laporan Hasil SKPD SKPD dan
Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil
Laporan Capaian 34 Laporan 107,846,800 Koordinasi 34 Laporan 107,366,800
Kirnerja dan lkhtisar Penyusunan
Realisasi Kinerja SKPD |Laporan Capalan
Kinerja dan
likhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
9 |Evaluasi Kinerja Dispendukcapll [Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat| Dispendukcapil |lumiah Laporan
Porsnghal Dusrah ::z:’:afn“;'ﬂh 2 Laporan 96,339,100|2erah E"'"“"’;:'““" 2 Laporan 102,241,900
l Daerah
10 |Administrasi Dispendukcapil |Persentase Administrasi Keuangan | Dispendukcapil [Persentase
Keuangan Perangkat Tersusunnya |Perangkat Daerah ersusunnya
| Daerah Administrasi ministrasi
Keuangan Perangkat 100 % 10,561,054,471 —— 100 % 9,044,387,779
Dawerah Perangkat
Daerah
11 |Penyediaan Gaji dan | Dispendukcapil [Jumlah Orang yarg Penyediaan Gaji dan Dispendukcapll [lumlzh Orang
U A ;‘:’f_l‘;:':: ﬁ;’;"" 59 Org/Bin 10,282,894,471| TUNIaNEaN ASN ;’_"f::““'““ 59 Org/Bln 8,811,227,779
Tunjangan ASN
12 |Penyediaan Dispendukcapil |Jumilah penyediaan Penyediaan Administrasi | Dispendukcapll [Jumiah
Administrasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN penyediaan
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN| 144 Laporan 233,160,000 Administrasi 144 Laporan 233,160,000/
ASN Pelaksanaan

Tugas ASN




13 |Administrasi Dispendukcapil |Persentase tersusunya Administrasi Dispendukcapil [Persentase
Kepegawaian administrasi Kepegawaian Perangkat tErsusunya
Perangkat Daerah kepegawalan Daerah administrasi
i dass 100 % 389,434,000 e 100 % 389,434,000
perangkat
daerah
14 |Pendidikan dan Dispendukcapil |lumlah Orang yang Pendidikan dan Pelatihan | Dispendukcapil [Jumlah Orang
Pelatihan Pegawai Mengikuti Pendidikan Pegawai Berdasarkan yang Mengikuti
Berdasarkan Tugas dan Pelatihan 50 487421500 Tugas dan Fungsi 1Fmdldik.an dan 750n 297,237,500
dan Fungsi Pelatihan
15 [Sosialisasi Peraturan | Dispendukcapil |Jumlah Orang yang Sosialisasi Peraturan Dispendukcapil |Jumlah Orang
Perundang- Mengikuti Sostalisasi Perundang-Undangan yang Mengikuti
W mﬂ:: et 1 son 92,196,500 ::’:'l"’; 65 Org 92,196,500
Perundang-
Undangan_
16 |Administrasi Umum | Dispendukeapil |Persentase layanan Administrasi Umum Dispendukcapil |Persentase
Peranghat Daerah ‘administrasi umum Perangkat Daerah layanan
e 100 % 2,024,798,962 :::l“"“' 100 % 2,116,773,062
perangkat
daerah
17 |Penyediaan Dispendukcapil [Jumiah Paket Penyediaan Kompaonen Dispendukcapll [Jumlah Paket
Komponen Instalasi |Komponen Instalasi Instalasi Kempanen
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan lumlkfhnenngan Instalasi
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang | 24 Paket 18,500,000| Bangunan Kantor Listrik/Penerang | 24 Paket 22,500,000
Disediakan an Bangunan
Kantor yang
Disediakan
18 [Penyediaan Dispendukcapil |lumlah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan dan | Dispendukcapil [lumlah Paket
Peralatan dan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor |Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan| 24 Paket 1,485,344, 162 Perlengkapan 24 Paket 1,556,983,262
Kantor yang
Disediakan
19 | Pervediaan Dispendukcapil |Jumlah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan Dispendukcapll [Jumlah Paket
Peralatan Rumah Rumah Tangga yang |Rumah Tangga Peralatan Rumah
Tangga Disediakan 24 Paket 96,314,800 Tangga yang 24 Paket 96,314,800
Imseﬂakln
20 |Peryediaan Bahan Dispendukcapil [Jumlah Paket Bahan Penyediaan Bahan Logistik| Dispendukcapll [lumlah Paket
Logistik Kantor Imk:ntﬂr yang 24 Paket 114,500 mllﬂ:mnr ::"h; ::i:lk ERTR 122,500,000|
Disediakan
21 |Penyediaan Barang | Dispendukcapil Jlumlah Barang Cetakan Penyediaan Barang Dispendukcapil |lumlah Barang
Cetakan dan dan Penggandaan 9.000 Buah 5,600,000 | Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan 9.000 Buah 10,4560,000]
aan Penggandaan
22 |Fasilitasi Kunjungan | Dispendukcapll [Jumbah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dispendukcapil [Jumiah Laporan
Tamu Fasilitasi Kunjungan M LSt 17,460,000 Fasilitasi 34 Linors 7,935,000

Tamu

Kunjungan Tamu




23 |Penyelenggaraan Dispendukcapil |Tersediamya Rapat Penyelenggaraan Rapat Dispendukcapil |Tersedianya
Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan 3 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi ;
36 ta 287,080,000 . |36 Kegiat 300,080,000
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD S SKPD dan Konsultasi | ceoan
SKPD
Pengadaan Barang | Dispendukcapil |Persentase pengadaan Pengadaan Barang Milik | Dispendukcapil |Persentase
Milik Daerah |barang millk daerah Daerah Penunjang pengadaan |
Penunjang Urusan o e Urusan Pemerintah |barang milik 1% R —
Pemerintah Daerah Daerah daerah
Pengadaan Mebel Dispendukcapil [Jumilah Pengadaan Pengadaan Mebel Dispendukcapil PJumlah
Mebel 56 Unit 542 645,800 Pengadaan 56 Unit 541,135,800
[Mebel
Pengadaan Peralatan | Dispendukeapil [Jumilah Pengadaan Pengadaan Peralatan dan | Dispendukcapil [Jumlah
dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya FPengadaan :
Ui 21 400 21,268,400
Lainnya AN e Peralatan dan i e
l Mesin Lainnya
Penyediaan lasa Dispendukcapil |Persentase jasa Penyediaan lasa Dispendukcapil |Persentase jasa
Penunjang Urusan pEenunjang urusan Penunjang Urusan penunjang
Pemerintahan pemerintah daerah 100 % 426,133,632 | Pemerintahan Daerah urusan 100 % 131,133,632
Daerah pemerintah
daerah
Penyediaan lasa Dispendukcapil [Jumlah Laporan Penyediaan lasa Surat Dispendukcapil [Jumlah Laporan
Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat 13 Bulan 105,000,000 Menyurat Peryediaan Jasa 15 Bulan 5,000,000
Menyurat Surat Menyurat
Penyediaan lasa Dispendukcapil |Tersediamya Jasa Penyediaan lasa Dispendukcapil |Tersedianya lasa
Komunikasl, Sumber Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi,
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 12 Bulan 159,905,000 | Air dam Listrik Sumber Daya Air | 12 Bulan 159,905,000
dan Listrik
Penyediaan Jasa Dispendukeapil |lumlah Laporan Penyediaan Jasa Dispendukecapil Jumlah Laporan
1I‘|I|1,r|nan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan |asa
Kantor Pelayanan Urmum Pelayanan
Gkl it Dt 24 Laporan 161,228,632 e 24 Laporan 166,228,632
yang Disediakan
Pemeliharaan Dispendukcapll |Persentase 100 % Pemeliharaan Barang Dispendukeapll |Persentase 100 %
Barang Milik Daerah pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang pemeliharaan
Penunjang Lirusan Urusan Pemerintahan barang
500
Pemerintahan #83,263,300] paarah -
Daerah
Penyediaan Jasa Dispendukcapil |Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Dispendukcapil [Jumilah
Pemeliharaan, Biaya Dinas/ Operasional Pemeliharaan, Biaya Kendaraan
Pemeliharaan, Pajak, Pemeliharaan, Pajak, dan Dinas/
dan Perizinan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan Dinas 45 Unit 77,403,300 |Operasional atau 45 Unit 117,828,100|
Operasional atau Lapangan
Lapangan




Pemeliharaan Dispendukcapil |Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Dispendukcapil |Tersedianya
Fe.rnln‘lm dan Mesin pemeliharaan ) 36 Unit 130,470,000 dan Mesin Lainnya pemeliharaan 36 Unit 152,002,600
Lainnya peralatan dan mesin peralatan dan
Mesin
Pemeliharaan/Rehabi| Dispendukcapil [Jumilah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Dispendukeapil [Jumlah Sarana
litasi Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana dan Prasarana
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Gedung Kantor
Kartor atau Lainmya yang Paket 275,290,000 (Bangunan Lainnya atau Bangunan Paket i!ZH.a&SE,lii|:ll::'l
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilita Lainnya yang
s Dipelibara/Direh
abilitasi
Program Dispendukcapil |Persentase dokumen Program Pendaftaran Dispendukcapil |Persentase
Pendaftaran pendaftaran Penduduk dokumen
Penduduk pendudiuk dan pindah pendaftaran
datang yang penduduk dan
kit sasmad SOF 100 % 956,505,890 pindeh datang 100 % 845,745,890
diterbitkan
sesuai S0P
Pelayanan Dispendukcapil |Persentase dokumen Pelayanan Pendaftaran | Dispendukcapil |Persentase
Pendaftaran pendaftaran Penduduk dokumen
Penduduk penduduk dan pindah pendaftaran
datang yang 100 % 91,803,500 lpﬂduduh dan 100% m.-m.wul
diterbitkan pindah datang
yang diterbitkan
Pencatatan, Dispendukcapil Jumiah Dokumen Hasil Pencatatan, Dispendukcapil Jumiah Dokurmen
Penatausahaan dan Pencatatan, Penatausahaan dan Hasil Pencatatan,
Penerbitan Dokumen Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Penatausahaan
atas Pendaftaran Panerbitan Dokumen 125.926 Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan 125.926
Penduduk as Pendaftaran Dokumen b Dokumen Atas Dokumen e
Penduduk Perdaftaran
IF!nd\.ndut
Peningkatan Dispendukcapil |Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Dispendukcapil [Jumilah Laporan
| Petayanan Peningkatan Pelayanan Fendaftaran Penduduk Hasil
::m‘" Pendufarn femiek | < Lanoran 47,225,000 m::::‘" 24 Laporan 58,835,000
Pendaftaran
Penduduk
Penerbitan Dokumen | Dispendukcapil [Jumilah Laporan Penerbitan Dokumen atas | Dispendukcapll [Jumilah Laporan
atas Hasil Pelaporan Penerbitan Dokumen Hasil Pelaporan Peristiwa Penerbitan
E"m“mum :ﬂﬁ:’:' Peltporan | 24 Laporan 25,524, 000| “ePendudukan ﬁ:::l'::::::n 24 Laporan 25,524,000
Kependudukan Peristiwa
Kependudukan
Penyelenggaraan Dispendukcapil |Persentase | Penyelenggaraan Dispendukcapll |Persentase
Pendaftaran penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk penyelenggaraa
Pandudulk o Ol 100% 761,779,300 P 100% B40,179,300|
nduduk veduduik




Fasilitasl Pendaftaran Dispendukcapil |lumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Dispendukcapil [Jumlah Laporan
Penduduk Fasilitasi pendaftaran | 24 Laporan 617,784,700 | Penduduk Hasil Fasilitasi 24 Laporan 496,184,700/
penduduk pendaftaran
Penyajian Data Dispendukeapil [Jumiah Data Penyajian Data Dispendukeapil [Jumlah Data
Kependudukan yang Kependudukan yang Kependudukan yang Kependudukan
rat dan dapat Akurat dan Dapat Akurat dan dapat vang Akurat dan
Dipertanggungjawah Dipertanggunglawabka Dipertanggungjawabkan Dapat
Terkait n Terkait Pendaftaran 130,648 Terkait Pendaftaran Dipertanggungja | 130648
Pendaftaran Penduduk yang Dokumen 143,904,600 Penduduk wabkan Terkait Dokumen 143,994,600
Penduduk Tersedia Pendaftaran
Penduduk yang
Tersedia
Pembinaan dan Dispendukcapil |Persentase 100 % Pembinaan dan Dispendukeapil |Persentase 100 %
Pengawasan pencetakan dokumen Pengawasan pencetakan
Penyelenggaraan kependudukan 102,922,690 Penyelenggaraan dokumen 102,152,690
Pendaftaran Pendaftaran Penduduk kependudukan
Penduduk
Pembinaan dan Dispendukcapil |Jumiah Laporan Pembinaan dan Dispendukeapll |lumlah Laporan
Perigawasan terkait Pembinaan dan Pengawasan terkait Pembinaan dan
mmn ::rx;:: ::d::;._* Sk 102,922,690 Pendaftaran Penduduk ::r:asan % b 102,152,690
Pendaftaran
Penduduk
Program Pencatatan Dispendukcapil |Persentase pelayanan Program Pencatatan Sipil | Dispendukcapil [Persentase
Sipil pencatatan sipil yang pelayanan
sesuai SOP 100 % 444 488,300 pencatatan sipil 100 % 354,796,000
Yang sesuai SOP
Pelayanan Dispendubcapil Persentase pelayanan Pelayanan Pencatatan Dispendukcapil |Persentase
Pencatatan Sipil pencatatan slipil yang Sipil pelayanan
dilayani (Akta pencatatan sipil
Kelahiran, Kematfan, dilayani
Perkawinan dan 100 % 117,140,700 (Akta Kelahiran, 100 % 117,140,700
Perceraian) Kematian,
Perkawinan dan
Perceralan)
Pencatatan, Dispendukecapil [lumlah dokumen hasil Pencatatan, Dispendukeapil |lumlah dokumen
Penatausahaan dan pencatatan, Penatausahaan dan hasil pencatatan,
Penerbitan Dokumen pénatausahaan dan Penerhitan Dokumen atas penatausahaan
atas Pelaporan penerbitan dokumen 36.000 Pelaporan Peristiwa dan penerbitan 36,000
Peristlwa Penting atas pelaporan DOl 67,361,200(Penting dokumen atas Dolwmen 67,361,200
peristiwa penting pelaporan
peristiwa penting




Peningkatan dalam Dispendukcapil |lumilah Layanan Peningkatan dalam Dispendukcapil [Jumiah Layanan
Pelayanan Pencatatan Sipil yang Pelayanan Pencatatan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil Ditingkatkan Layanan 16,699,800 i vang Layansn 16,699,800
Ditingkatkan
Penyusunan Tata Dispendukcapil [Jumlah dokumen tata Penyusunan Tata Cara Dispendukcapil [Jumlah dokumen
Cara Perencanaan, cara perencanaan, Perencanaan, tata cara
Pelaksanaan, pelaksanaan, Pelaksanaan, perencanaan,
Pemantawan, pemantauan, evaluasi, Pemantauan, Evaluasi, pelaksanaan,
Evaluasi, pengendalian dan Pengendalian, dan pemantauan,
Pengendalian, dan pelaporan Pelaporan evaluasi,
Pelaporan p I araan 243 Penyelenggaraan pengendalian 243
Penyelenggaraan a:::mrkabt Dokumen RPN Adminduk terkait dan pelaporan Dokumien 33,079,700
Adminduk terkait pencatatan sipil yang Pencatatan Sipil penyelenggaraan
Pencatatan Sipil disusun adminduk terkait
pencatatan sipil
yang disusun
Penyelenggaraan Dispendukcapil |Persentase kebutuhan Penyelenggaraan Dispendukeapll |Persentase
Pencatatan Sipil data pencatatan sipil Pencatatan Sipil kebutuhan data
yong dissdiaken 100% 300,041,700 wl : m 100% 210,349,400
Koordinasi dengan Dispendukcapil |Tecapainya rapat Koordinasi dengan Kantor Dispendukcapll [Tecapainya rapat
Kantor Kementerian koordinasi dan Kementerian yang koordinasi dan
yang Konsultasi dengan KUA Menyelenggarakan Konsultasi
Menyelenggarakan se Kab. Bojonegoro Urusan Pemerintahan di dengan KUA se
Urusan Bidang Agama Eab. Bojonegoro
Pemerintahan di Kabupaten/Kota dan
Bidang Agama Pengadilan Agama yang
Kzbupaten/Kota dan Berkaitan dengan
Pengadilan Agama 1 Fikecw A0 0 cencatatan N, Taisk, 1 Rakor 45,830,900
yang Berkaitan Ceral, dan Rujuk bagi
dengan Pencatatan Penduduk yang Beragama
Mikah, Talak, Cerai, Islam
dan Rujuk bagi
Penduduk yang
Beragama Islam




Dispendukcapil |lumlah keordinasi Koordinasi dengan Kantor Dispendukcapil [Jumlah
pelayanan perkawinan, Kementerian yang koordinasi
perceraian, perubahan Menyelenggarakan pelayanan
status dan Urusan Pemerintahan di perkawinan,
kewarganegaraan Bidang Agama perceraian,
Kabupaten/Kota dalam perubahan
Memelihara Hubungan status dan
Timbal Balik melalui kewarganegaraa
Pernbinaan Masing- n
4 Koordinasi 7,499,800 it 4 Kmrdlinasi! 7.499,800
Vertikal dan UPT Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
Dispendukcapil [fumiah kutipan akta Pelayanan Secara Aktif Dispendukcapil [Jumiah kutipan
perkawinan, Pendataan Peristiwa akta perkawinan,
perceraian, pengakuan, Kependudukan dan perceraian,
Kependudukan dan pengesahan dan Pencatatan Peristiwa pengakuan,
Pencatatan Peristiwa pengangkatan anak 240 Kutipan 7,999,900 Penting terkait Pencatatan pengesahan dan | 240 Kutipan 7,999,900
Penting terkait Sipil pengangkatan
Pencatatan Sipll anak
Sosialisasi terkait Dispendukcapil lumlah sosialisasi Sosialisasi terkait Dispendukcapil |lumilah sosialisasi
Pencatatan Sipil pencatatan sipil 3 Kali 163,903,600 Pencatatan Sipil pencatatan sipil 3 Kali 163,903, 600
Komunikasi, Dispendukeapil |lumilah Laporan Hasil Komunikasl, nformasi, Dispendukcapil [Jumlah Laporan
Informasi, dan Pelayanan Secara Aktif dan Edukasi kepada Hasil Pelayanan
Edukasi kepada Pendaftaran Peristiwa Pemangku Kepentingan Secara Aktif
Pemangiu Kependudukan dan dan Masyarakat terkait Pendaftaran
Kepentingan dan Pencatatan Peristiwa Pencatatan Sipil Perlistiwa
Masyarakat terkait Penting Terkalt L2iapossn 18,597,500 Kependudukan | 12Laporan 18,597,800
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil dan Pencatatan
Peristiwa Penti
Terkait
Pencatatan Sipll
Pemyajian Data Dispendukeapil [lumlah Laporan Penyajian Data Dispendukcapil [lumlah Laporan
Kependudukan yang Penyajian Data Kependudukan yang Penyajian Data
Alwrat dan dapat Kependudukan yang Akurat dan dapat Kependudukan
Dipertanggungjawab Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan yang Akurat dan
kan terkait Dipertanggungjawabka | 12 Laporan 56,209,700 berkait Pencatatan Sipil dapat 12 Laporan 56,208,700
|Pencatatan Sipil n Terkait Pencatatan Dipertanggungja
Sipil wabkan Terkait
Pencatatan Sipil




Pembinaan dan Dispendukecapil |Persentase Pembinaan dan Dispendukcapil |Persentase
Pengawasan terselenggaranya Pengawasan terselenggarany
Penyelenggaraan pembinaan dan Penyelenggaraan a pembinaan
Pencatatan Sipi pengawasan e 0 encatatin wiet dan pengawasan| 100 % 27,308,900
pencatatan sipil pencatatan sipil
Bimbingan Teknis Dispendukeapil |lumiah bimbingan Bimbingan Teknis terkait Dispendukcapil [Jumlah
erkait Pencatatan teknis pencatatan sipil Pencatatan Sipll bimbingan teknis
sipil 6 Kali 27,305,900 pencatatan sipil 4 Kali 27,305,900
Program Dispendukeapil |Persentase unit Program Pengelolaan Dispendukcapil |Persentase unit
Pengelolaan pelayanan Informasi Administrasi pelayanan
Informasi administrasi Kependudukan administrasi
Administrasi kependudukanyang | 0% MRS S8 200 kependudukan | %% 3,632,914,39%0
Kependudukan stabil jarkomdatnya yang stabil
Jarkomdatnya
Pengumpulan Data | Dispendukcapil |Persentase Pengumpulan Data Dispendukcapil [Persentase
Kependudukan dan pengumpulan data Kependudukan dan pengumpulan
Pemanfaatan dan dalam penyajian Pemanfaatan dan data dalam
Penyajian Database database _— 000 asrafien Dstabass penyajian sy hesiot i
Kependudukan kependudukan Kependudukan database
kependudukan
Pengolahan dan Dispendukcapil |Data update Pengolahan dan Penyajian Dispendukcapil [Data update
Penyajian Data kependudukan 12 36 Bulan 60,663,000 Data Kependudukan kependudukan 36 Bulan 60,907,400
Eependudukan bulan 12 bulan
|hnmm Dispendukcapil [Persentase Penataan Pengelolaan | Dispendukcapil |Persentase
Pengelolaan penyusunan SOP Informasi Administrasi penyusunan SOP
Infarmasi penataan PIAK 100% 312,747,000 | Kependudukan penataan PIAK 100% 269,690,500
Administrasi
| |Kependudukan
Penyusunan Tata Dispendukeapil [lumlah dokumen tata Penyusunan Tata Cara Dispendukcapil [Jumlzah dokumen
Cara Perencanaan, Cara perencanaan, Perencanaan, tata cara
Pelaksanaan, pelaksanaan, Pelaksanaan, perencanaan,
Pemantauan, pemantauan, evaluasi, Pemantauan, Evaluasi, pelaksanaan,
Evaluasi, pengendalian, dan Pengendalian, dan pemantauan,
Pengendalian, dan pelaparan Pelaparan evaluasi,
Pelaporan penyelenggaraan Penyelenggaraan pengendalian,
Penyelenggaraan adrminduk terkait Adminduk terkait dan pelaporan
Adminduk terkait pengelolaan informasi | 1 Dokumen 315,747,000|Pengelolaan Informasi penyelenggaraan| 1 Dokumen 269,690,500
Pengelolaan administrasi Administrasi adminduk terkait
Infermasi kependudukan yang Kependudukan pengelolaan
Administrasi disusun informasi
Kependudukan admiinistrasi
kependudukan
yang disusun




Penyelenggaraan | Dispendukcapil [Persentase Unit Penyelenggaraan Dispendukcapil |Persentase Unit
Pengelalaan Pelayanan Pengelolaan Informasi Pelayanan
informasi Administrasi Administrasi Administrasi
Administrasi Kependudukan yang Kependudukan Kependudukan
Kependudukan terpenuhi sarana dan 95% 3.073,548,590 yang terpenuhi 95% 3.302,316,490
prasana sesua dengan sarana dan
kebutuhan prasana sesua
dengan
kbutuhan
Fasilitasi terkait Dispendukcapil [Jumlah Unit Pelayanan Fasilitasi terkait Dispendukcapil [Jumlah Unit
Pengelalaan ministrasi Pengelolaan Informasi Pelayanan
Irfarmasi Kependudukan yang di Administrasi Administrasi
Administrasi fasilitasi sarana 95% 3,073,548,590 Kependudukan Kependudukan 95% 3,073,548,590
Kependudukan prasarana yang di fasilitasi
sarana prasarana
JUMLAH 19,505,429,445 JUMLAH 18,033,762,753




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

KABUPATEN BOJONEGORO

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

BESARAN / VOLUME

CATATAN

NO

(3)

(4}

(5

(&)

1)

(2)




Tabel . 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bojonegorg
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rencanan Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/Bidang Urusan 202%
Indikator Kinerja Catatan g
Kode Pemerintah Daerah dan Peossin /% i I s Kebutuhan i Pent; ¥ Kebutuhan
Program/Kegiatan 22 Lokasi r'::nw' Dana/Pagu n'::r » ﬁm:: ca;:““ Dana/ Pagu
Indikator (Rp) s Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) () (100
2|12 |01 m Penunjang Urusan Persentase layanan yang Dispendukcapil
ntahan Daerah dilaksanakan 100 % IMM~ APBD a 100% 21,159,535,267
212 01| 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase tersusunya layanan Dispendukcapil
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan anggaran evaluasi peranghkat 100 % 257,720,300 APBD - 100% 295,990,000
daerah
2112101 2.01 | 01 [Pemyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanzan Dispendukcapil
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah 18 Dokumen 18,113,700(  APaD 5 18 Dokumen 16,197,400
211201 201 | 02 Koordinasi dan Penyusunan Jumilah Dokumen RKA-SKPD dan Dispendukcapil =
Dokumen REKA SKPD |Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 10.262,800)  APBD i 8 Dokurmen 8,276,000
2(12101] 2.01 | 03 [Koordinasi dan Penyusunan Jumilah Dokumen Perubahan RKA- Dispendukeapil
Dokumen Perubahan RKA SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen 2 Dokumen 7,996,500/  APBD = & Dokumen 8,104,100
Perubahan RKA-SKPD
2112 |01| 201 | o4 Koordinasi dan Penyusunan DPA  [Jumilah Dokumen DPA-SKPD dan Dispendukcapil
SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD i 74402000  APeD ; 9 Dokumen 7,503,400
2112101] 2.01 | 05 |Koordinasi dan Penyusunan Jumilah Dokumen Perubahan DPA- Dispendukcapil
Perubahan DPA SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen 3 Dokumen 4238400  APBD E 3 Dokumen 2,294,700
Perubahan DPA-SKPD
21 12)101] 2.01 | 06 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dispendukcapil ]
Laperan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian = Lagam 107,366,800  aPBD § 34 Laparan 120,647,400
Kinerja dan lkhtisar Realisas|
Kinerja SKPD
21 12|01 2.01 | 07 [Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dispendukcapil
Perangkat Daerah 2 Laporan 102,241,900 APED - 2 Laporan 132,967,000
2112 (01| 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat (Persentase Tersusunnya Dispendukcapil
Daerah Administrasi Keuangan Perangkat 100 % 9,044,387,779) APBD - 100% I 1:,41?,1:3%
Daerah




12101 2.02 | 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dispendukcapil
ASN e Tun]anﬁa_n ASN 59 Org/Bin 8,811,227.7719 APBD 59 Org/Bin 18,175,803,290
12 01| 2.02 | 02 |Penyediaan Administrasi Jumlah penyediaan Administrasi Dispendukcapil
|Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 144 Laporan 233,160,000 APBD 144 Laporan 241,320,000
12 01| 2.05 Administrasi Kepegawaian Persentase tersusunya Dispendukeapil
|Perangkat Daerah administrasi kepegawaian 100 % 389,434,000 APBD 100% 518,871,260
|peranghkat daerah
12 |01) 205 | 9 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai [Jumlah Orang yang Mengikuti Dispendukcapil
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan 75 Org 297,237,500 APBD 120 Org 422,161,360
12101 2.05 | 10 |Sosialisasi Peraturan Perundang- [Jumlah Orang yang Mengikuti Dispendukecapil
|Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- 65 Org 92,196,500 APBD 110 Org 96, 709,900
Undangan
12 |01| 2.06 Administrasi Umum Perangkat Persentase layanan administrasi | Dispendukeapil
|Daerah {umum perangkat daerah 100 % 2,116,773,062| APBD 100% 1,039,833,685
12 |01] 2.06 | 01 |Penyediaan Komponen Instalasi  |Jumlah Paket Komponen Instalasi | Dispendukcapil
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Kantor yang Disediakan s 22,500,000 o 24 Paket 18,972,200
12 |01] 2.06 | 02 |Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Dispendukcapil
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 24 Paket 1,556,983,262 APBD 24 Paket 271,568 485
Disediakan
12 01| 2.06 | 03 |Penyediaan Peralatan Rumah Jumilah Paket Peralatan Rumah Dispendukeapil
Tanggs Tangga yang Disediakan 24 Paket 96,314,800 APBD 24 Paket 153,475,000
1 [ i I [ i
12 |01| 2.06 | 04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Jumlah Paket Bahan Logistik Dispendukcapil 24 Paket 122,500,000 APBD 28 Pakat 128,744,000
Kantor yang Disediakan
C ispend i
12101} 2.06 | 05 |Penyediaan Barang Cetakan dan  |Jumlah Barang Cetakan dan Dispendukcapil 9.000 Buah 10,460,0000  APBD 4.800 Bush 7,200,000
Penggandaan Penggandaan
12101 2.06 | 08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Dispendukcapil 24 Lamoinh 7035000 APBD 4 Emerii 10,155,000
Kunjungan Tamu
12 |01) 2.06 | 09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi [Tersedianya Rapat Koordinasi dan | Dispendukcapil }
K
dan Konsultasi SKPD Ikonsuitasi SkPp 36 Kegiatan 300,080,000 APBD 56 Kegiatan 449,719,000
12 (01| 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah  |Persentase pengadaan barang Dispendukcapil '
Penunjang Urusan Pemerintah milik daerah 100 % 562,394,200, APBD 100% 70,264,300
Daerah
12101| 2.07 | 05 |Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel Dispendukcapil 56 Unit 541,125,800 APBD Unit 44,754,900
12 |m1| 2.07 | 06 Pe_ngadian Peralatan dan Mesin Jumllah P_enga-daan Peralatan dan | Dispendukcapil 1 Unit 21,25&,#ﬂﬂl APD Unit 25,509,400
Lainnya Mesin Lainnya
12 (01| 2.08 1Hrnﬂ|ll-1 lasa Penunjang Persentase jasa penunjang Dispendukcapil
Urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah 30 % 381,133,602 100% 207,818,102
12101} 2.08 | 01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | Dispendukcapil 12 Bulan 5,000,000] APsD 19 L 5,000,000
Surat Menyurat
12 |01f 2.08 | 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya lasa Komunikasi, Dispendukcapil
Sumber Daya Air dan Listrik o mber Daya Al ders Listrik 12 Bulan 155,905,000 APBD 12 Bulan 159,905,000




12 |01 2.08 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dispendukcapil
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 24 Laporan 166,228 632 APBD 24 Laporan 142,713.13:
Disediakan
12 01| 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Persentase pemeliharaan barang | Dispendukcapil 100 %
Daerah Penunjang Urusan 498,463,500 100% 509,834,600
Pemerintahan Daerah
12 |01| 2.09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  |Jumiah Kendaraan Dinas/ Dispendukcapil Ar
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional :
Perizinan Kendaraan Di-l'm o 157,428,300 Fm Sk 78,918,600
Operasional atau Lapangan
12 01| 2.09 :;:—:::aman Peralatan dan Mesin ;e:::;::zi; :e”r:iliraraan Dispendukcapil 36 Unit 152,002,600  APBD 36 Unit 138,696,000
12 |01 2.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | lumiah Sarana dan Prasarana Dispendukcapil
dan Prasarana Gedung Kantor atau ngung Kantor atau Bangunan Paket 228,632,800 APBD Paket 292,220,000
Bangunan Lainnya Lainnya yang
J Dipelihara/Direhabilitasi
12| 2 |Program Pendaftaran Penduduk Persentase dokumen Dispendukcapil
'""":""" "':""“ ""'I 100 % 84574589  APBD 100% 763,286,600
sesuai SOP
12|12 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase dokumen Dispendukcapil
|pendaftaran penduduk dan 100 % 103,413,900 APBD 100% 83,175,000
pindah data diterbitkan
1212 2.01 Pencatatan, Penatausahaan dan lumiah Dokumen Hasil Dispendukcapil
Penerbitan Dokumen atas Pencatatan, Penatausahaan dan 125.926
Pendaftaran Penduduk Penerbitan Dokumen Atas 125526 Dalawnen 054,900 gl Dokumen Pt A
Pendaftaran Penduduk
12| 2| 201 Peningkatan Pelayanan lumiah Laporan Hasil Peningkatan Dispendukeapil
Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk 24 Laporan 58,835,000 APBD 24 Laporan 47,422,000
12| 2] 201 Penerbitan Dokumen atas Hasil Jumlah Laporan Penerbitan Dispandukcapil
Pelaporan Peristiwa Dokumen Atas Hasil Pelaporan 24 Laporan 25,524,000 APBD 24 Laporan 27,008,500
Kependudukan Peristiwa Kependudukan
12| 2| 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Persentase penyelenggaraan Dispendukcapil 100% 640,179,300 APBD 100% 583,357,200
Penduduk ndaftaran penduduk
121 2] 2.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk ;Zr::al:t::::n!;i::lianlmasu Dispendukeapil 26 Lipsren 496,184,700  APBD T Eaaril 462,598,000
1202 2.03 Penyajian Data Kependudukan Jumlah Data Kependudukan Yang | Dispendukecapil
yang Akurat dan dapat Akurat dan Dapat 130,648
Dipertanggungjawabkan Terkait Dipertanggungjawabkan Terkait 130.648 Dokumen 143,994,600 APBD E:Ialaulmen 120,759,200
Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk yang
Tersedia |
12| 2| 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Persentase pencetakan dokumen Dispendukecapil 100 %
kependudukan 102,152,690 APBD 100%

Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk

e |




.04 | 02 |Pembinaan dan Pengawasan Jumilah Laporan Pembinaan dan Dispendukcapil
terkait Pendaftaran Penduduk Pengawasan Terkait Pendaftaran 24 Laporan 102,152,690 APBD - 24 Laporan 96,754,400
Penduduk EE
m Pencatatan Sipil Persentase pelayanan Dispendukeapil
pencatatan sipil yang sesual 50P 100 % 354,796,000 APBD = 100% 444,480,600
.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase pelayanan Dispendukecapil
pencatatan sipll yang dilayani
(Akta Kelahiran, Kematian, 100 % 117,140,700| APBD - 100% 71,824,900
Perkawinan dan Perceraian)
2.01 | 01 |Pencatatan, Penatausahaan dan Jumlah dekumen hasil Dispendukca pil
Penerbitan Dokumen atas pencatatan, penatausahaan dan
Peleporan Paristina Penting penerbitan dokumen atas 36.000 Dokumen 67,361,200 APBD - 36.000 Dokumen 30,789,900
pelaporan peristiwa penting
201 | o2 :::;u;i:::.ns:::am Pelayanan :,:xg;r;_:;;:l r; :entatatan Sipil Dispendukeapil T 16,699.200| ArBD 3 " 15,765,800
2.01 | 04 |Penyusunan Tata Cara Jumlah dokumen tata cara Dispendukcapil
Perencanaan, Pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi, pemantauan, evaluasi,
Pengendalian, dan Pelaporan pengendallan dan pelaporan 243 Dokumen 33,079,700 APED - 243 Dokumen 25,249,700
Penyelenggaraan Adminduk terkait penyelenggaraan adminduk
Pencatatan Sipil terkait pencatatan sipil yang
disusun
2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil |Persentase kebutuhan data Dispendukcapil
1p-n:mun sipil yang disediakan 100% 210,349,400 APBD 5 100% 350,689,500
202 | 01 |Koordinasi dengan Kantor Tecapainya rapat koordinasi dan Dispendukca pil
Kementerian yang Konsultasi dengan KUA se Kab,
Menyelenggarakan Urusan Bojenegoro
Pemerintahan di Bidang Agama
Kabupaten/Kota dan Pengadilan 1 Rakor 45,830,900 APBD - 1 Rakor 17,001,600
Agama yang Berkaitan dengan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi Penduduk yang
Beragama Islam
2.02 | 02 |Koordinasi dengan Kantor Jumlah koordinasi pelayanan Dispendukcapil
Kementerian yang perkawinan, perceraian,
Menyelenggarakan Urusan perubahan status dan
Pemerintahan di Bidang Agama kewarganegaraan
Kabupaten/Kota dalam
Memelihara Hubungan Timbal 4 Koordinasi 7,499,800 APED - 4 Koordinasi 10,908, 600(
Balik melalui Pembinaan Masing-
Masing kepada Instansi Vertikal
dan UPT Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota




12 2.02 | 04 |Pelayanan Secara Aktif Pendataan |lumiah kutipan akta perkawinan, Dispendukcapil
Peristiwa Kependudukan dan perceraian, pengakuan,
Pencatatan Peristiwa Penting pengesahan dan pengangkatan 240 Kutipan 7,999,900 APBD 240 Kutipan 14,272,100
terkait Pencatatan Sipil anak
b walisasi i i ialisasi ipil i il
12 202 | 08 |Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil  [lumlah sosialisasi pencatatan sipil | D spendukcapi 3 Kali 74,211,300 APBD 3 Kali 70,739,800
12 202 | 10 [Komunikasi, Infarmasi, dan Edukasi|Jumiah Laporan Hasil Pelayanan Dispendukcapil
kepada Pemangku Kepentingan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
it P ta
dlau? Masyarakat terkait Pencatatan |Kependudukan dan Pencatatan 0 Laporan 18,597,800 APBD 0 Laporan 12,071,600
Sipil Peristiwa Penting Terkait
Pencatatan Sipil
12 2.02 | 11 |Penyajian Data Kependudukan Jumlah Laporan Penyajian Data Dispendukcapil
yang Akurat dan dapat Kependudukan yang Akurat dan
Dipertanggungjawabkan terkait dapat Dipertanggungjawabkan 12 Laporan 56,209,700 APBD 12 Laporan 225,685,800
Pencatatan Sipil Terkait Pencatatan Sipil
12 203 Iﬂnﬁhm dan Pengawasan Persentase terselenggaranya Dispendukcapil
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil |pembinaan dan pengawasan 100 % 27,305,900, APBD 100% 21,966,200
_IEIWH sipil
12 2.03 | 04 |Bimbingan Teknis terkait lurnlah bimbingan teknis Dispendukcapil
|Pencatatan Sipil pencatatan sipil & Kali 27,305,900 APBD 4 Kali 21,966,200
12 Program Pengelolaan Informasi  |Persentase unit pelayanan Dispendukcapil
Administrasi Kependudukan kependudukan yang 0.89 a,m,au.aso' APBD 89% 5,123,209,190
stabil
12 2m Pengumpulan Data Persentase pengumpulan data Dispendukeapil
907, AP 1
Kependudukan dan Pemanfaatan |dalam penyajian database i v o - AN 000
2, ta i i
12 01 | 01 |Pengolahan dan Penyajian Da Data update kependudukan 12 Dispendukcapil 58 Balen 60,907, dm] ABRSS S 2100
Kependudukan bulan
i |Pe I
12 202 Penataan Pengelolaan Informasi rsentase penyusunan SOP Dispendukcapi 100% 269,690,500 APBD Sk 317,987,100|
Administrasi Kependudukan penataan PIAK
12 2.02 | 01 |Penyusunan Tata Cara Jumilah dokumen tata cara Dispendukcapll
Perencanaan, Pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi, pemantauan, evaluasi,
ian, d I |
Pengendalian, dan Pel?pnran _ pengendalian, dan pelaporan 2 Bobaiin 269,690,500 APRO R, 317,987,100
Penyelenggaraan Adminduk terkait |penyelenggaraan adminduk
Pengelolaan Informasi Administrasi|terkait pengelolaan informasi
Kependudukan administrasi kependudukan yang
disusun
12 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Persentase Unit Pelayanan Dispendukcapil
[Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan yang
Kependudukan terpenuhi sarana dan prasana 95%, 3,302,316,490 95% 4,373,121,040|
sesua dengan kebutuhan




12 2.03 | 03 |Fasllitasl terkait Pengelolaan Jumlah Unit Pelayanan Dispendukcapil
Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan yang
Kependudukan di fasiiitasi sarana prasarsne 95% 3,302,316,490 95% 4,373,121,040
Jumlah 18,033,762,753 27,490,511,657




